Wahabi, CCI, CCC, Komite Hijaz
dan KH. Wahab Chasbullah

written by Harakatuna

Terjadi salah kaprah dalam memahami relasi terma di atas. Terlebih para pemuja
khilafah yang langsung menyimpulkan bahwa NU yang dalam hal ini mbah Wahab
Chasbullah adalah pejuang khilafah. Irkham Fahmi sang pemuja khilafah yang
dengan bangga dan jumawa pernah menyuruh PBNU agar mendirikan khilafah
pernah menulis dengan sumber rujukan yang meragukan.

“Aunurrofiq entah tidak paham atau pura-pura tidak tau, jika Kyai Wahab
Hasbullah tidak melanjutkan memperjuangkan penegakkan sistem kekhilafahan
Islam dalam KKI (mungkin maksud Irkham adalah Konferensi Khilafah Islam),
dikarenakan ada intervensi Wahabi yang dibonceng pemerintahan Ibnu Su’ud
atas dukungan Inggris. Saudi yang pada saat itu menjadi tuan rumah untuk
memfasilitasi ulama-ulama dari berbagai dunia Islam, dalam rangka merembuk
kembali sistem kekhilafahan Islam yang sudah dihancurkan Inggris,
mensyaratkan kepada semua negeri yang hendak menjadi bagian dari
Kekhilafahan Islam harus menganut satu madzhab, yakni “Wahabi”. Inilah yang
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tidak diterima oleh Mbah Wahab dan ulama-ulama Sunni lainnya, sehingga
mereka lebih memilih walkout dari berlangsungnya acara. Kegigihan Mbah
Wahab dalam memperjuangkan tegaknya Khilafah justru semakin terlihat ketika
beliau membentuk Komite Hijaz. Organisasi ini mencoba mengakomodir negara-
negara Islam yang masih mempunyai cita-cita menegakkan sistem Khilafah di
tengah-tengah kaum Muslimin, tanpa adanya monopoli madzhab Wahabi.”

Nampaknya pemuja khilafah masih perlu menegaskan lagi bahwa mbah Wahab
dianggap sebagai inisiator konferensi khilafah (Lihat: KH Abdul Wahab
Hasbullah: Inisiator Konferensi Khilafah).

Gerakan Pan-Islamis

Hal di atas terjadi karena pemuja khilafah ini pembacaannya sengaja hanya
dimulai dari CCC terus ke Komite Hijaz, bukan dimulai dari CCI. Padahal ada jalin
kelindan yang kuat dari judul di atas. Untuk itu, sedikit merunut sejarah
dibutuhkan untuk mencerahkan.

Saat itu, di Timur Tengah tumbuh ide Wahabi yang dicetuskan oleh Muhammad
bin Abdul Wahab (1703-1787 M). Ide ini segera diadopsi oleh sebagian umat
Islam Indonesia. Gerakan Wahabi kuat karena mendapat sokongan kerajaan
Saudi. Selain gerakan Wahabi, ada gerakan lain yang beritanya juga sampai ke
telinga umat Islam Indonesia. Misalnya, gerakan tarekat Sayid Muhammad bin
Sanusi (1791-1859) di Al-Jazair. Di Turki, Sultan Abdul Hamid (1725-1789)
menggalang solidaritas melalui gerakan Khilafah.

Dari semua itu, yang paling berpengaruh adalah gerakan Pan-Islamisme yang
dipelopori Sayid Jamaluddin Al-Afghani (1838-1898). Pokok ajarannya tidak
banyak berbeda dengan Wahabi. Ia juga menyerukan kembali kepada Al-Quran
dan Hadits, pintu ijtihad masih terbuka lebar, persatuan umat Islam mutlak perlu,
semangat jihad bisa tumbuh bila tauhid dibersihkan dari takhayul, bid’ah, syirik,
dan khurafat, kolonial Barat merupakan bahaya laten bagi negara-negara Islam.
Jamaluddin tidak henti-hentinya menyerukan kebangkitan Islam untuk melawan
Barat.

Selanjutnya pemikiran Jamaluddin Al-Afghani diteruskan oleh Muhammad Abduh
(1849-1905). Pemikirannya selain penjelasan mengenai tipu daya kaum imperialis
Eropa, juga mengadakan pembaharuan di segala bidang. Tapi tekanannya bukan


http://hizbut-tahrir.or.id/2010/08/20/kh-abdul-wahab-hasbullah-inisiator-konferensi-khilafah/
http://hizbut-tahrir.or.id/2010/08/20/kh-abdul-wahab-hasbullah-inisiator-konferensi-khilafah/

pada soal politik, melainkan pemumian tauhid. Gerakan Abduh mula-mula
mendapat tempat di kalangan kaum muda Mesir.

Tapi kemudian dianggap membahayakan penguasa, maka Abduh disingkirkan ke
Beirut selama tiga tahun, kemudian ke Paris. Namun, nasib Muhammad Abduh
masih lebih baik dibanding gurunya Setelah majalahnya dibredel pemerintah
Perancis, Abduh diperbolehkan pulang ke Mesir. Sedangkan Jamaluddin pergi
mengembara ke Eropa dan terus ke Moskow.

Wahab Chasbullah dan Nuansa Pembaruan

Di Mesir, Muhammad Abduh diangkat sebagai Mufti Mesir. Tekadnya untuk
memurnikan tauhid diwujudkan dalam bentuk tulisan di majalah Al-Manar, buah
karyanya yang paling menggemparkan dunia Islam adalah Risalatut Tauhid.
Gerak pembaharuan Muhammad Abduh diteruskan Muhammad Rasyid Ridla
(1865-1935 M). Rasyid berusaha menyebarkan pikiran-pikiran Abduh; antara lain
dengan cara meningkatkan oplah majalah Al-Manar. Rasyid berhasil menyebarkan
majalahnya ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pada 1905 muncul sebuah organisasi sosial keagamaan dan
pendidikan Jam'’iyat Khair di Jakarta. Melalui Jam’iyat Khair inilah, Darwis, atau
kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Achmad Dachlan (1868-1923), secara
teratur mengikuti dan mempelajari buah pikiran Muhammad bin Abdul Wahab,
Sayid Jamaluddin Al-Afghani dan Tafsir Al-Manar. Walaupun sebenarnya beliau
telah mempelajari buah pikiran para reformis itu dalam waktu relatif cukup lama,
terutama saat kepergiannya yang kedua kali (terakhir) ke Makkah sekitar 1902.
KH. Ahmad Dachlan tercatat sebagai anggota jam’iyat Khair nomor 770.

Selanjutnya seorang guru terkemuka dari Sudan bernama Ahmad Soorkati
(1872-1943 M) pada Oktober 1911 juga bergabung dengan Jam'iyat Khair. Dia
kelak menjadi kawan seperjuangan KH. A. Dachlan dalam melancarkan faham
pembaharuannya. Ahmad Soorkati sendiri akhirnya berpisah dengan Jamiiyat
Khair, karena perselisihan soal kata sayid dan bukan sayid. Kemudian dia
bergabung ke Al-Irsyad sebuah organisasi yang menekankan kemajuan
pendidikan masyarakat keturunan Arab.

KH. A. Dachlan dan Syaikh Ahmad Soorkati nantinya akan berhadapan dengan
para ulama pesantren pembela paham Ahlussunnah wal jama’ah. Bahkan dalam



perkembangannya, para ulama pro madzhab ini juga berhadapan dengan tokoh-
tokoh dari Persis (Persatuan Islam), ormas Islam yang sepaham dengan Dachlan
dan Soorkati, yang didirikan oleh KH. Zam-Zam pada September 1923 M di
Bandung. Tokoh “Persis” terkemuka adalah A. Hassan

Ulama dalam Politik Kebangsaan

Selanjutnya KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan
Muhammadiyah di tahun 1912 M. Sebagai gerakan keagamaan yang diilhami
buah pikiran pembaharuan dari Timur Tengah, Muhammadiyah ingin
mengembalikan Islam pada rel yang sebenarnya, kembali kepada al-Qur’an dan
hadis, mengikis habis bid’ah dan khurafat, takhayul maupun klenik. Membuka
lebar-lebar pintu ijtihad dan membunuh taqlid. Muhammadiyah yang pada
anggaran dasarnya semula hanya beroperasi di Jogja saja, pada tahun 1920
diubah dan mulai masuk Jatim seperti Surabaya, Bangil, Kepanjen dan Lamongan.

Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik, beberapa tokoh utamanya
terlibat dalam partai politik Syarikat Islam (SI) pimpinan HOS. Tjokroaminoto.
Mereka yang terlibat, antara lain: KH. A. Dachlan, KH. Mas. Mansur, KH.
Fachruddin dan masih banyak lagi. Dengan demikian, tokoh-tokoh pembaharu ini
akan bertemu dengan ulama tradisional seperti KH Wahab Chasbullah, KH. R.
Asnawi dan KH. M. Dachlan (Kertosono) dan lain-lain, yang juga aktivis SI. Bisa
jadi SI waktu itu merupakan arena pertarungan antara ulama tradisional dengan
kelompok pembaharu.

Beda Pendapat Wahab Chasbullah

Perbedaan pendapat masalah keagamaan tidak bisa lagi dihindari ketika kedua
kelompok itu berada dalam satu forum di SI. Sindir menyindir pun mulai
dilancarkan. Sehingga forum rapat pengurus yang sedianya untuk membahas
politik, berubah menjadi perdebatan masalah khilafiyah. Kiai Wahab Chasbullah
berhadapan dengan KH. Ahmad Dachlan. Sehingga, perkembangan dan
perjalanan SI selain diwarnai semangat membangun nasionalisme, juga diliputi
semangat “bertengkar” seputar masalah khilafiyah.

Pertengkaran kedua kubu semakin hari bertambah panas. Tidak lagi terbatas
hanya dalam forum pertemuan SI, tetapi berkembang jauh sampai ke berbagai
acara di daerah daerah. Malahan, ada yang membentuk panitia khusus



menangani acara perdebatan semalam suntuk, dengan menampilkan kedua kubu.
Uniknya, perbedaan itu digelar terbuka untuk umum, dengan istilah khas
Openbaar Debat atau Openbaar Vergadering.

Realitas di atas semakin rumit. Semakin lama perdebatan semakin tidak kondusif,
tidak jarang suasana perbedaan diwarnai perasaan emosional. Sehingga tidak
heran, bila dalam kasus perdebatan di suatu tempat, diberitakan berubah menjadi
arena pertarungan fisik. G.F. Pijper mengibaratkan kehidupan sosial keagamaan
masyarakat Indonesia sampai dengan tahun-tahun permulaan abad ke-20 sebagai
“sebuah kolam yang tenang, permukaan airnya sekali-sekali saja beriak”. Kurang
lebih dua puluh tahun kemudian segalanya berubah, menjadi aliran sungai yang
sewaktu-waktu airnya meluap.

Sebuah Kongres

Tentu hal tersebut akan merugikan kekuatan Islam sendiri. Sebenarnya usaha
untuk mengurangi ketegangan sudah dilakukan sejak seorang pemuka SI
Cirebon, Bratanata membentuk Kongres Al-Islam. Forum berskala nasional ini
sengaja diproyeksikan untuk mengurangi ketegangan dan perselisihan masalah
khilafiyah, serta mengusahakan tercapainya persatuan.

Untuk keperluan itu, diadakan Kongres Al-Islam pertama pada 1922 di Cirebon,
Jawa Barat. Kongres ini dipimpin langsung oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan dibantu
H. Agus Salim. Namun, ternyata, suasana kongres pun semakin panas karena
terjadi perdebatan sengit antara Muhammadiyah dan Al-Irsyad diwakili Ahmad
Soorkati versus ulama tradisional yang diwakili oleh KH. Wahab Chasbullah serta
KH. R. Asnawi dari Kudus. Baik Muhammdiyah maupun Al-Irsyad mengecam
madzhab sebagai penyebab lumpuh dan bekunya umat Islam. KH. Wahab
Hasbullah menuduh Muhammadiyah dan Al-Irsyad mau bikin mazhab sendiri
dengan cara menafsirkan Al-Qur’an sesuka akalnya. Feillard mengutip Umar
Burhan, dalam kongres itu juga terdengar tuduhan “kafir” dan “syirik”.

Kongres Al-Islam pertama ini kurang bermanfaat untuk menunjang maksud
diadakannya kongres itu sendiri, yakni mempersatukan aliran dalam Islam dan
mengurangi ketegangan. Namun demikian, Kongres juga berhasil membuat
keputusan penting, yakni membentuk Central Comite Islam (CCI) suatu panitia
khusus untuk menangani soal khilafiyah yang anggotanya terdiri dari berbagai
kelompok.



Kongres Kedua

Selanjutnya Kongres al Islam kedua digelar di Garut Jawa Barat (1923). Kongres
bertujuan membahas anggaran dasar CCI. Pimpinan Kongres dipegang H. Agus
Salim dan seorang lagi dari Muhammadiyah. Namun, dalam Kongres kedua ini,
pihak ulama tradisional yang biasanya diwakili KH. Wahab Chasbullah, tidak
hadir. Sehingga kelompok pembaharu lebih bisa bergerak leluasa dan semakin
mendapat pengaruh dalam forum tersebut.

Tidak hadirnya kelompok tradisional dalam Kongres Al-Islam kedua, bukan
berarti menurunkan ketegangan di antara kedua belah pihak. Perbedaan
pendapat terus saja berlangsung dan bahkan meningkat dengan segala
fanatismenya. Ini bisa terjadi, karena pada saat itu, berbagai macam berita dari
Timur Tengah, baik mengenai perkembangan politik kekhilafahan maupun
pembaharuan ajaran Islam, tidak henti-hentinya masuk dan membakar semangat
kedua kelompok yang saling “bermusuhan” itu. Sehingga, meski sudah dibentuk
kongres Al-Islam dan dilengkapi pula dengan CCI, suasana perdebatan masih saja
meruncing. Ini menandakan bahwa kongres Al-Islam maupun CCIl gagal
membawa misinya.

Sementara itu, suasana politik di Timur Tengah juga mulai memanas dipicu oleh
peristiwa diusirnya Abdul Majid dari kekhalifahan Turki. Pada 1922 setelah
kedudukan Mustafa Kemal Pasya di Angora mantap, maka Khalifah Wahiduddin
(Muhammad VI) diusir dari Istambul dan diganti Khalifah baru, Abdul Majid.
Tetapi Abdul Majid tidak ubahnya seperti boneka Musthafa. Tapi ia rajin
mengadakan hubungan rahasia dengan tokoh dan negarawan di luar negeri.

Raja Tanah Haram

Hubungan rahasia itu kemudian diketahui oleh Mustafa, maka diusirlah Abdul
Majid dari kekhalifahan Turki. Peristiwa pengusiran khalifah inilah yang
kemudian menggemparkan dunia Islam. Karena masih banyak negara-negara
Islam lainnya yang memandang perlu adanya Khalifah, sekalipun hanya sebagai
simbol atau boneka seperti yang dialami Abdul Majid tadi.

Ada versi lain tentang masalah khilafah dan Turki ini. KH. Agus Salim
menjelaskan hanya Turki negeri muslim yang merdeka. Ketika Turki terlibat
dalam Perang Dunia Pertama tidak satu pun pemimpin Islam negeri lain



membantunya. Turki kalah dalam perang, satu per satu wilayah Turki jatuh ke
tangan asing. Wilayah Turki hanya tinggal daerah dekat Balkan, wilayah Turki
sekarang, yang dipertahankan mati-matian, karena itu Turki merasa kecewa dan
keberatan memikul beban anggaran khilafah yang tidak sedikit. Menurut Agus
Salim kekecewaan itu menjadi salah satu sebab mengapa Turki membubarkan
khilafah yang menurut mereka harus menjadi tanggung jawab seluruh negeri
muslim. Turki kemudian menyerahkan khilafah kepada ummat Islam sedunia dan
mengusir Khalifah ‘Abd al-Majid keluar dari Turki.

Dalam kondisi krisis semacam itu, Syarief Husen, Raja Hijaz, kelihatan sangat
ambisius untuk menjadikan dirinya sebagai Khalifah. Syarif Husen yang penguasa
Hijaz kala itu memang menghendaki terciptanya sebuah kerajaan Arab modern,
dan sekaligus melepaskan hubungan dengan kesultanan Turki. Ia sangat
mengharapkan timbulnya kembali Khalifah berpusat di Makkah, dan ia sendiri
yang menjadi Sultannya.

Karena itu, pada 1920 setelah ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah
kaum muslimin dan setelah putranya, Faisal diangkat menjadi Raja mula mula di
Syria dan kemudian di Irak, serta putranya yang lain, Abdullah diangkat menjadi
Raja di Transyordania. Namun, usaha Husen terlalu prematur. Sebab, ketika itu,
Libanon dan Syria masih berada dalam mandat Perancis, sedangkan Palestina dan
Irak berada dalam kekuasaan Inggris. Kondisi seperti itu tidak diperhitungkan
oleh Husen. Ia hanya ingin secepatnya menyatakan diri sebagai Khalifah kaum
muslim atau raja dari orang Arab.

Penguasa Najed

Di pihak lain, Ibnu Sa’ud penguasa Najed memandang Husen tidak beres dan
terlalu congkak. Dia dinilai hanya mementingkan diri sendiri tetapi tidak
mementingkan kemerdekaan dan persatuan Arab. Selain itu, Syarief Husen, juga
dianggap sebagai penghalang gerakan pembaharuan Wahabi, dan sebagai raja,
syarif Husein justru membiarkan ajaran Islam dipeluk oleh keburukan bid’ah.
Maka tekad Ibnu Sa'ud untuk menyerang Syarief Husen, tumbuh. Keinginannya
untuk mengusir Syarief Husen dari tahta Kerajaan Makkah begitu kuat, hingga
terjadi pertempuran sengit antara tentara Ibnu Sa’ud melawan tentara Syarief
Husen. Di saat berkecamuknya perang antara Najed dan Hijaz itu, para ulama Al-
Azhar pun tidak tinggal diam. Mereka menginginkan kembalinya zaman
kemegahan Khalifah bani Abbas tempo dulu.



Keinginan para ulama ini disambut baik oleh Perdana Menteri Sa’ad Zaghul
Pasja, hingga kemudian ia menghadap Raja Mesir, Fu’ad, untuk menawarkan
rencana ulama Azhar dan meminta kesediaan Fu’ad sebagai Khalifah. Tetapi
Fu’ad bukan seperti Husen yang ambisius. Tawaran itu ditanggapinya secara
dingin. Kemudian Fu’ad memberikan saran agar mengadakan Muktamar Dunia
Islam untuk membicarakan soal Khilafah dengan mengundang pemimpin-
pemimpin Islam. Untuk itu direncanakan Muktamar Dunia Islam pada bulan
Maret 1925, di Kairo. Undangan untuk itu segera dikirim ke seluruh dunia,
termasuk juga ke CCI di Indonesia.

Namun, karena kondisi CCI yang dari semula belum mantap akibat pertikaian
masalah khilafiyah, maka atas prakarsa SI, pada 1924 di Surabaya, dibentuk
Central Comite Chilafat (CCC), semacam panitia khusus untuk membicarakan
soal kekhalifahan dengan beranggotakan beberapa organisasi Islam. SI menunjuk
W. Wondosoedirjo (W. Wondoamiseno). Ternyata W Wondoamiseno terpilih
sebagai ketua CCC itu.

Diplomasi

Segera setelah CCC terbentuk, pada 24-26 Desember 1924 diadakan Kongres Al-
Islam di Surabaya. Kongres ini selain membicarakan soal utusan yang akan
dikirim ke Muktamar Dunia Islam di Kairo, juga memutuskan dua hal penting,
pertama, masalah Khilafah harus dipegang ‘Majelis Ulama’ dan berpusat di
Makkah. Kedua, utusan yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam adalah KH.
Fahruddin (Muhammadiyah), Surjopranoto (Syarikat Islam) dan KH. Abdul Wahab
Chasbullah (atas nama Ketua Perkumpulan Agama di Surabaya). Selain itu ada
dua nama lagi yang disebut sebagai utusan, yakni HOS. Tjokroaminoto dan
Ahmad Soorkati.

Tetapi, karena situasi sosial politik di Mesir mendadak berubah, yakni persoalan
Sudan yang tidak mau dipisah dengan Mesir, dan kemudian terbunuhnya
Gubernur Inggris untuk Sudan, disusul pengunduran diri Perdana Menteri Sa’ad
Zaglul Pasja, maka Muktamar Dunia Islam yangu sedianya dilangsungkan pada
Maret 1925 terpaksa ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan
demikian, para utusan yang diputuskan dalam kongres CCC batal berangkat.

Meski gagal berangkat, pembicaraan mengenai soal khilafah tetap menyeruak.
Berita pergolakan Timur Tengah antara Ibnu Sa’ud melawan Syarief Husen,



senantiasa menjadi bahan diskusi para tokoh Islam di dalam CCC maupun SI dan
juga Muhammadiyah. Kemenangan Ibnu Sa’ud telah banyak mereka duga bahwa
tidak lama lagi akan dipermaklumkan ke seluruh dunia Islam. Itu berarti, masa
kejayaan paham Wahabi akan semakin gemilang.

Syarif Husen kalah perang. Akhirnya pada 1924, Syarief Husen dengan
meninggalkan Hijaz menuju kepulauan Cyprus. Mengasingkan diri. Syarief Ali
(putra Syarief Husen) mencoba menggantikan ayahnya bertahan. Ia segera
menyusun kekuatan. Tetapi laskar Wahabi tidak kalah cerdiknya. Semua kota
pertahanan, mereka kepung hingga tinggal satu-satunya pertahanan di pelabuhan
Jeddah. Dan pelabuhan Jeddah pun akhirnya jatuh ke tangan Ibnu Sa’ud. Pada
1925 Syarief Ali menyerah tanpa syarat. Tercapailah ambisi Ibnu Saud untuk
mempersatukan Jazirah Arab.

Peran Kiai Wahab Chasbullah

Sebetulnya, Ibnu Sa’ud sudah optimistis akan menang ketika Husen mulai
meninggalkan Hijaz. Karena itu, sebelum Syarief Ali jatuh, Ibnu Sa’ud telah
mengumumkan rencananya ke seluruh dunia Islam, bahwa ia akan mengadakan
“Muktamar Dunia Islam’ guna membicarakan tanah Hijaz yang sedang direbut
itu, pada sekitar Juni 1926. Undangan untuk muktamar itu pun kemudian disebar
ke seluruh dunia Islam termasuk CCC di Indonesia.

Bersamaan dengan berita kemenangan Ibnu Sa’ud, datang pula berita
mencemaskan bagi para ulama tradisional terutama KH. Abdul Wahab Hasbullah.
Berita tentang perombakan total praktek praktek keagamaan, larangan
bermadzhab, larangan ziarah ke makam-makam pahlawan Islam, larangan
merokok dan larangan cara beribadah haji berdasarkan madzhab dan sebagainya.
Berita ini terdengar begitu santer di kalangan ulama madzhab. Terlebih lagi
tentang tanah Hijaz yang diberitakan hanya aman bagi para pendukung paham
Wahabi, dan sebaliknya mengancam keselamatan jiwa pengikut madzhab. Hal ini
benar-benar membuat merah telinga para ulama pesantren yang ketika itu
diwakili KH. Abdul Wahab Chasbullah.

CCC dan Wondoamiseno

Oleh sebab itu, ketika CCC yang dipimpin W. Wondoamiseno menyelenggarakan
Kongres Al-Islam yang keempat pada 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta (Kongres



ini bersamaan waktu dan tempatnya dengan Kongres SI), KH. Abdul Wahab
Chasbullah menyampaikan pendapatnya mengenai rencana diadakannya
Muktamar Dunia Islam di Makkah. Meski Kongres CCC belum menyinggung
persoalan tersebut, karena memang belum tahu persis kapan Muktamar itu
dilangsungkan, KH. Abdul Wahab Chasbullah meminta agar usulannya menjadi
catatan kongres. Usul Kiai Wahab, antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke
Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Sa’ud untuk melindungi
kebebasan bermadzhab.

Beberapa saat setelah kongres CCC Yogya, datanglah undangan Raja Ibnu Sa’ud
untuk mengikuti Muktamar Alam Islami di Makkah, yang rencananya akan
dilangsungkan pada bulan Juni 1926. Segera CCC berbenah lagi guna membahas
delegasi maupun konsep yang hendak dibawa ke Muktamar tersebut. Tidak lama
setelah menerima undangan, CCC kemudian sepakat mengadakan Kongres Al-
Islam kelima, Februari 1926, di Bandung.

Jauh sebelum Kongres Bandung, Kiai Wahab Chasbullah kembali menyampaikan
pendapatnya -sebagaimana pemah disampaikan ketika Kongres di Yogyakarta.
Kepada para tokoh CCC di Surabaya seperti W Wondoamiseno, KH. Mas Mansur
maupun H.O.S. Tjokroaminoto, Kiai Wahab Chasbullah meminta agar delegasi
nanti betul-betul mendesak Raja Ibnu Sa’ud untuk memberlakukan kebebasan
bermadzhab di tanah Hijaz.

Para pemuka CCC, agaknya, tidak begitu memperhatikan usulan Kiai Wahab.
Malahan, mungkin saja, mereka telah bersepakat untuk mendukung paham
Wahabi berlaku di Hijaz. Kesan ini dirasakan oleh Kiai Wahab, beberapa waktu,
sebelum Kongres Bandung. Karena itu, mudah dimengerti apabila Kiai Wahab
kemudian bersiap-siap untuk membentuk panitia tersendiri guna
memperjuangkan misinya, yakni mempertahankan paham Aswaja tetap berlaku di
tanah Hijaz.

Komite Hijaz Bentukan Wahab Chasbullah

Kiai Wahab telah beberapa kali mengadakan pendekatan dengan para tokoh CCC,
guna membicarakan pendiriannya itu. Tetapi, setiap usaha pendekatan selalu
berakhir dengan kekecewaan. Karena itu, wajar jika kemudian Kiai Wahab
membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz.
Pembentukan Komite Hijaz (januari 1926) ini, tentu saja setelah mendapat izin



dari KH. Hasyim Asy’ari. Adapun komposisi keanggotaannya sebagai berikut:

Penasehat: KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri (Lasem), KH. Chalil
(Lasem) Ketua ; H. Hasan Gipo Wakil Ketua : H. Shaleh Syamil Sekretaris :
Muhammad Shadiq Pembantu : KH. Abdul Halim

(x]

Tugas utama panitia ini adalah mempersiapkan pengiriman delegasi ke Muktamar
di Makkah, dan menghubungi para ulama terkemuka dari kalangan pesantren di
seluruh Jawa dan Madura. Meski telah membentuk Komite Hijaz, Kiai Wahab
masih berkeinginan untuk bisa mengikuti Kongres Al-Islam di Bandung, awal
Pebruari 1926.

Tetapi, karena takdir telah menentukan lain, Kiai Wahab akhirnya tidak bisa
hadir. Sebab beberapa hari menjelang Kongres, Kiai Hasbullah (ayah kandung
Kiai Wahab) tiba-tiba sakit keras. Kiai Wahab terpaksa memutuskan untuk tidak
mengikuti Kongres, tapi mengirim surat kepada Ketua CCC yang isinya meminta
agar pendiriannya tentang perlunya mendesak Raja Ibnu Sa’ud agar melindungi
dan memberikan kebebasan bermadzhab dimasukkan dalam keputusan Kongres.
Seperti kata takdir, ketika Kongres kelima di Bandung dimulai, Kiai Haji
Hasbullah pulang ke rahmatullah.

Tentu saja, dengan tidak hadirnya Kiai Wahab Hasbullah dalam Kongres di
Bandung, perjalanan Kongres semakin mulus dan tidak lagi ada perdebatan soal
madzhab maupun khilafiyah. Atau, mungkin juga ada, tetapi tidak seberat yang
dikemukakan Kiai Wahab. Sehingga para tokoh CCC seperti W Wondoamiseno,
HOS. Tjokroaminoto, KH. Mas Mansur dan lain-lain, yang sejak semula memang
lebih condong kepada kebijakan Raja Ibnu Sa’ud, merasa lebih mudah untuk
merumuskan konsep yang hendak dibawa ke Muktamar Makkah.

Wahab Hasbullah Utusan dari Nusantara

Tentang siapa yang diutus, kongres memilih dua orang: H.O.S. Tjokroaminoto dan
KH. Mas Mansur. Kedua delegasi itu sudah harus berangkat ke Makkah pada 2
Maret 1926 lewat pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dengan menggunakan
kapal “Rondo”. Tetapi selain dua delegasi itu, ikut pula berangkat H.M. Soedja’
(Muhammadiyah), H. Abdullah Ahmad (dari Sumatera Barat), dan H. Abdul Karim



Amrullah (utusan dari PGAI: Persatuan Guru Agama Islam). Sekembali mereka
dari tanah suci, segera diadakan Kongres Al-Islam keenam, September 1926, di
Surabaya. Acara pokoknya adalah laporan delegasi dan penyampaian kesan-kesan
selama mengikuti Muktamar Dunia Islam tersebut. Kongres keenam
menghasilkan keputusan penting, yakni mengubah Central Comite Chilafat (CCC)
menjadi MAIHS (Muktamar Alam Islami far’ul Hindis Syarqiyah).

Hubungan KH. Wahab Hasbullah dengan CCC secara resmi sudah pudar
semenjak beliau tidak hadir di Kongres Bandung. Tetapi, jauh sebelum Kongres,
Kiai Wahab sudah merencanakan membentuk panitia tersendiri “Komite Hijaz”.
Ini berarti, tindakan Kiai Wahab sudah diperhitungkan dari segala aspeknya,
semenjak usul-usulnya kurang mendapat perhatian dari para tokoh di CCC.

Karena perhitungan sudah matang, dan izin dari KH. Hasyim Asy’ari sudah pula
diperoleh, maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang para ulama
terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim
ke Muktamar di Makkah. Para ulama terkemuka dipimpin KH. Hasyim Asyari
datang di Kertopaten, Surabaya (tempat pertemuan) dan bersepakat menunjuk
KH. Raden Asnawi dari Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun, setelah KH.
Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa dan atau institusi apa yang
berhak mengirim KH R. Asnawi? Maka lahirlah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama dalam
pertemuan waktu itu dan di tempat itu juga, yakni pada 16 Rajab 1344 H
bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Setelah disepakati hal di atas, Komite
Hijaz dibubarkan.

Muktamar Dunia

Setelah lembaga pemberi mandat terbentuk, agenda pembicaraan diteruskan
pada soal materi pokok yang hendak disampaikan langsung ke hadapan Raja Ibnu
Sa’ud (tanpa melalui forum Muktamar, karena delegasi Indonesia di Muktamar
Dunia Islam sudah diwakili tokoh-tokoh dari CCC). Materi tersebut adalah
sebagai berikut:

1). Meminta kepada Raja lbnu Sa’ud untuk tetap memberlakukan kebebasan
bermadzhab empat Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

2). Memohon tetap diramaikannya tempat-lempat bersejarah karena tempat
tersebut telah diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Falimah,



bangunan Khaizuran dan lain-lain.

3) Mohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum
jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling
Makkah maupun tentang Syekh.

4). Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai
undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya
undang-undang tersebut.

5). Jam’iyyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah
menghadap Raja lbnu Sa’ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU
tersebut.

Wahab Chasbullah dan Upayanya

Usul ini gagal disampaikan secara langsung karena KH. R. Asnawi tidak jadi
berangkat karena tertinggal kapal. Tapi kemudian ditempuh dengan jalan
mengirimkan telegram, mungkin karena telegram belum juga mendapat jawaban,
maka diputuskan untuk mengirim KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Ahmad
Ghana’im Al Misri. Beliau berhasil menyampaikan secara langsung kepada lbnu
Sa’'ud 2 tahun setelah berdirinya NU. Jawaban Ibnu Sa’'ud kepada NU juga secara
resmi dalam bentuk surat.

Sebagai kesimpulan atas uraian di atas, kasus yang terjadi di Timur Tengah bisa
beresonansi, dan bahkan bisa mempengaruhi Indonesia. Dalam hal ini adalah
adanya kemunculan Wahabi yang bersatu dengan kerajaan dengan paham yang
berbeda dengan masyarakat pesantren.

Satu sisi ormas Islam di Indonesia terlihat mendukung atau paling tidak, seide
dengan paham Wahabi, sedang sisi ada ormas Islam dg asal dari pesantren yang
tidak sepaham dg Wahabi (tentu ini bukan bermaksud membuka luka lama,
karena pada kongres Islam di Surabaya tahun 1924, salah satu keputusannya
adalah mengakui Muhammadiyah dan al Irsyad tidak termasuk Wahabi). Hal ini
kemudian terjadi debat dan friksi. Akhirnya dibentuklah CCI sebagai sarana untuk
menyatukan dan meredam friksi di saat Indonesia masih dijajah itu.



Polemik Khilafah Masa Wahab Chasbullah

Pada waktu CCI belum berhasil merumuskan tata aturan tentang persatuan,
terjadi geger masalah khilafah di Turki, sedang di Arab terjadi pertempuran
antara syarif Husein dengan Ibn Saud. Adapun di Al Azhar berkeinginan
mengadakan muktamar untuk membahas khilafah. CCI juga diundang.
Selanjutnya karena CCI kurang berfungsi, maka digantilah dengan CCC untuk
ikut muktamar di al Azhar Mesir. Namun Muktamar tersebut gagal total tidak jadi
dilaksanakan.

Ketika Ibn Saud menang melawan Syarif Husein, kerajaan ini menginginkan
menyelenggarakan muktamar Dunia Islam untuk membicarakan masalah tanah
Hijaz (bukan lagi masalah khilafah). CCC juga diundang. Situasi saat itu tersebar
berita bahwa terjadi peminggiran mazhab dan tradisi di Arab Saudi. Ulama
pesantren mereaksi dan menyayangkan hal itu. Maka ketika CCC mengadakan
konggres, KH. Wahab titip pesan agar ada misi dari CCC tentang kebebasan
bermazhab. Nampaknya para pemuka CCC tidak begitu merespon hal tersebut.

Untuk itu, KH. Wahab membentuk Komite Hijaz guna mempersiapkan delegasi ke
Muktamar Makkah. Saat itu hubungan KH. Wahab dengan CCC semakin pudar.
Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang para ulama
untuk membicarakan utusan yang akan dikirim ke Muktamar Makkah. Setelah
terbentuk personel utusan, maka delegasi itu mengatasnamakan Nahdlatul
Ulama.

Akhirnya, bisa dipahami, salah satu motivasi lahirnya NU (selain bertujuan
membangun nasionalisme) adalah juga untuk mempertahankan madzhab Aswaja
ala NU. NU dan mbah Wahab tidak fokus pada masalah khilafah. Jangankan
khilafah, negara Islam Indonesia saja tidak pernah dicitakan. Memang yang
pernah didebatkan adalah dasar negara, itupun selesai dan diterima oleh mbah
Wahab selaku rais aam PBNU setelah dekrit presiden. Karena dekritnya pun
Soekarno melalui Jenderal Nasution telah konsultasi terlebih dahulu dengan
mbah Wahab lewat KH. Idham Chalid dan KH. Saifuddin Zuhri. Setelah dekrit,
pada masa 12 tahun mbah Wahab hidup, tidak pernah lagi menyinggung tentang
dasar negara.
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